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ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu wadah atau tempat
untuk melakukan pembinaan narapidana. Lapas sebagai tahap akhir dalam proses
peradilan pidana merupakan instrumen penting untuk.terlaksananya ketertiban di
dalam kehidupan masyarakat.. Fenomena-fenomena yang terjadi di Lapas seperti
overcrowded, kerusuhan, adanya sel mewah dan banyak lagi merupakan tantangan
yang harus dihadapi oleh para petugas pemasyarakatan. Di salah satu Lapas Kelas
Il A yang berada di Pekanbaru, masalah overcrowded ini juga tidak bisa dihindari.
Dari keseluruhan kapasitas yang berjumlah /71 orang diisi dengan narapidana
yang berjumlah 1.519 orang: Oleh karenanya dibutuhkan langkah-progresif seperti
pemberian program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti
Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana yang berada di
dalam Lapas.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana
Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lapas Kelas Il A
Pekanbaru dan-apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
reintegrasi sosial tersebut.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis, dengan cara
penelitian langsung ke lapangan yang dalam hal ini yaitu Lapas Kelas Il A
Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian  ini yakni berasal dari
wawancara, kuisioner, buku-buku literatur, jurnial-jurnal hukum dan Undang-
undang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program
reintegrasi sosial di Lapas Kelas Il A Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik
sesuai dengan aturan yang berlaku - yaitu berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995, PP 31 Tahun 1999 serta Permenkumham Nomor 3 Tahun
2018 terkait syarat dan tata.cara pemberian Remisi; Asimilasi, Cuti Mengunjungi
Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan
Asimilasi. Foktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini yakni
dalam hal surat jaminan, domisili keluarga narapidana dari faktor kemauan
narapidana itu sendiri.

Kata kunci: Reintegrasi Sosial, Pembebasan Bersyarat, Narapidana.



ABSTRACK

Correctional Institution (LAPAS) is a place or appropriate for conducting
prisoner. Correctional Institution as the final stage in the criminal justice process
is an important instrument for the implementation of order in people's lives. The
phenomena that occur.in prisons such as overcrowded, riots, the existence of
luxury cells and many others.are challenges that must be.faced by correctional
officers. In one of the Correctional Institution Class Il A. in Pekanbaru,
overcrowded pheomena is unavoidable. For the total capacity of. 771 people,
there are 1.519 prisoners in that Correctional Institution. Therefore, progressive
steps are needed such as the provision: of-social reintegration programs such as
Parole (PB), Leave before.Being Released (CMB), Conditional-Leave (CB) for
prisoners in.Correctional Institution.

In this research, there are two formulations.of the problem, which is: How
is the Implementation of the Social Reintegration Program for Prisoners in
Correctional Instituion Class Il A Pekanbaru and what are the obstacles faced in
the implementation of the social reintegration program.

The method that will be used in this research.is a qualitative research
method with a descriptive analytical approach, by going directly to the field
which in this ease is the Correctional Instituion Class 1l A Pekanbaru. The data
used in this study are derived from. interviews, questionnaires, literature books,
legal journals and laws.

The results of the study indicate that the implementation of the social
reintegration program at the Correctionah Instrtuion Class 1L A" in Pekanbaru has
been carried out well in accordance with the applicable rules, namely based on
Law Number 12 of 1995, PP 31 of 1999 and Permenkumham Number 3 of 2018
regarding terms and. procedures, how to grant remission, assimilation, leave to
visit family, Parole (PB), Leave before Being Released (CMB), and Assimilation.
The factors that hinder the implementation of this program are in terms of letters
of guarantee, the domicile.of the prisoners' families from the willingness of the
prisoners themselves.

Keywords: Social Reintegration, Parole, Prisoners.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M

me total) pada

perjumlah 294.281

yang ada di lingkungan masyarakat.

Penghukuman adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap
setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum. Jika masyarakat tidak

dihukum atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukannya, hal itu justru akan

! Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2020, BPS RI, 2020, hal.9
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menyebabkan demoralisasi bagi mereka yang mematuhi hukum, seperti yang
dikatakan David mile Durkheim, salah satu pendiri sosiologi modern bahwa

“unpunished deviance tended to demoralize the conformist”, yaitu tidak adanya

oralitas konformitas.

“Eﬁgﬁhaafwm : femi terciptanya

dapat beruj

Jika

auaAnaAvALY

‘ﬁii
=7 4
«:

kejahatan,
menjadi dua,
keduanya be ana bersumber pada
ide dasar: “me 1 tindakan bertolak

dari ide dasar:

pemberian pertolongan agar si pelaku dapat berubah.

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-
masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni

pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view).

? Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Trck System &
Implementasinya, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, hal. 27
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3. Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif

terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga

pandangan ini melihat pemindanaan hanya sebagai pembalasan terhadap

kesalahan yang d

am KUHP yakni
pidana penjara dar y menj )enjara disebut sebagai
Narapidana. de + ghun 1995  tentang
Pemasyarakatan yang Q h ‘ dengar
|Wae

dalam Pasal 1 ayat 7 menyebu erkait Narapidana. Pasal tersebut

berbunyi:

“Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
Lapas.

* Gunarto M. P., Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan, Vol 21 (2009): hal.
100.

* Herbert L. Parker, The Limits of The Criminal Sanction, California: Standford University, 1968,
hal. 11



Narapidana sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 7 diatas,
merupakan seorang terpidana yang menjalani penghukuman berupa kehilangan
kemerdekaan dan kemudian di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang
umumnya sering.disebut Lapas.. Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan
bagian akhir dari sebuah proses peradilan pidana, yang mana peradilan pidana itu
terbagi menjadi empat sub-sistem; yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan
Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai akhir dari proses
peradilan tersebut sering kali menjadi tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi
narapidana, terlebih bagi narapidana yang menjalani pidana pencabutan

kemerdekaan.

Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di lembaga
pemasyarakatan, jika dipandang dari segi hukum dan undang-undang yang
berlaku di Indonesia masin memitiki hak-hak-nya sebagai warga negara. Hal itu

termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) yang bunyinya:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

olen Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.
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Adapun dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima
dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

melalui resolusi 217 A (I11) pada bagian mukadimah disebutkan pula:

Hak-Hak Asa

inividu tanpa ter ali, tern : yaca dan perhatikan
~ P

kembali pasal<pa ng ing di dalam dapat memahami

alasan men

negara mau ebagal seorz i | Pasal 1 yang bunyinya:

bat dan hak-hak
yang sa al ar i an hendaknya bergaul

diperlakukan atau dihukum seca ak manusiawi atau dihina.”

Pasal 10 Ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR) turut menyebutkan:

“All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and
with respect for the inherent dignity of the human person. ”
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Yang berarti “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib
diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat

pada diri manusia”. Dari pasal 10 Ayat (1) ICCPR diatas menyiratkan

bahwasanya hila

ana sebagaimana

yang diatur dalar ang ang N : emasyarakatan

binaan Warga
dan cara

ya, menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengule ndak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karenanya, lembaga Pemasyarakatan dipandang sebagai tempat untuk

mencapai tujuan di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.



Jika kita merujuk pada fenomena yang terjadi di masyarakat,
permasalahan yang muncul baik di Lapas maupun Rumah Tahanan Negara sudah
bukan lagi isu strategis penegakan hukum, melainkan penyakit kronis yang sering
mendapat tindakan khusus namun belum juga hilang. -Kerusuhan, pelarian,
pembakaran, pemberontakan, dan banyak aksi reaktif lainnya menjadi sesuatu

yang menakutkan bagi khalayak umunt terfebih bagi lembaga pemasyarakatan.

Mengingat kembali kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta
Medan, Batam dan sebelumnya Lapas Kuala Tungkal Jambi menyebabkan lebih
dari 100 narapidana kasus narkoba dan terorisme kabur. Kemudian kita masih
ingat kerusuhan yang terjadi di Lapas Kerobogan di Bali tahun 2012 yang
disebabkan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum sipir, kebijakan yang
deskriminatif, dan over capacity. Januari 2013 terjadi lagi kerusuhan di Lapas

Salemba, dan kerusuhan ini' bukan-yang pertaria tetapi yang ke sekian kalinya.”

Tahun 2017 lebih dari 400 tahanan melarikan diri dari rutan kelas Il
Pekanbaru Sialang ~Bungkuk Riau peristiwa ini diduga karena situasi
overcrowding yang sangat parah karena pada saat itu kapasitas dari rutan kelas Il
Pekanbaru hanya 561 orang tetapi diisi dengan tahanan dan narapidana sebanyak
1.870 orang yang menyebabkan para narapidana dan tahanan merasa diperlakukan
tidak manusiawi, beberapa kasus tentang adanya sel mewah atau kamar mewah
dalam lapas juga sebagai akibat dari situasi overcrowding, karena beberapa

narapidana terutama yang memiliki cukup finansial akan mempengaruhi petugas

> Rumadan |., Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan
Pemidanaan, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2, 2013, hal. 256
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supaya menadapatkan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam
data lima tahun terakhir Indonesia mengalami kenaikan jumlah narapidana hingga

melebihi 100% dari kapasitas yang ada per bulan Desember tahun 2015 sampai

menggunak angan Ye S ! linkan pelaku

kejahatan . Mereka ju omba-lomba untuk
menjebloskan seseoran sel-sel di lapas emberlakuan pidana
penjara sela

hukum mau ah ¢ wa pelaku akan

Untuk mengatasi kondisi te aka diperlukan peningkatan program

pembinaan yang lebih efektif bagi setiap narapidana agar pelaksanaan pidana

6 Nugraha, A. Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam
Menghadapi Dampak Pemenjaraan, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol 4 (1), 2020, him. 142

7 Nadia Utami Larasati, Efek Prisonisasi dan Urgensi Pemberian Pidana Alternatif bagi First
Offender, Jurnal Kriminologi, Vol 2 (1), him. 60

8 Syafrinaldi, dkk, Problematika Hukum Indonesia; Teori dan Praktik, Depok: Rajawali Pers, 2018,

him. 266



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

penjara tidak memberikan dampak negatif bagi tujuan pemidanaan.’ Peran

reintegrasi sosial hadir sebagai suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-

nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah

mengalami per integr
Bersya ,
narapida satu © car
N
)
permasala t.
engikhf pragr
= =
ulan P - <CE

ri
ri

Ok
Nove
Desember

Jumlah

it

entuk Pembebasan
MB) bagi

menjawab

Sumber data: Data Pembinaan Lapas Kelas Il A Pekanbaru

(per tanggal 7 April 2022)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat jumlah narapidana yang mengikuti

program reintegrasi sosial melalui Program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat

° Nugraha, A., Konsep Community Based Correction pada Sistem Pemasyarakatan dalam
Menghadapi Dampak Pemenjaraan, Jurnal Sosio Sains Humaniora, Vol 4 (1), him. 142
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(PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) di Lapas Kelas Il A
Pekanbaru yakni sebanyak 117 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

program reintegrasi sosial di Lapas Il A Pekanbaru sudah dijalankan sebagai

pembi ang sesuai dengan

o L LS 'o,

lapas dengan judu i laksanaan Progre tegrasi Sosial bagi

Narapidan

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru?

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Reintegrasi
Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11 A

Pekanbaru?

10



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

olak dari rumusan mas maka tujuan penelitian
\ A
NN

gﬂ Reintegrasi

faha Gedinia poll

DI disay yepepe fur udwnyo(

bagi penelitian © ang akan datang berkaitan dengan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

reintegrasi sosial bagi narapidana dan apa saja kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaannya.

11
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b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan informasi bagi lembaga atau instansi yang

bertang J aan program reintegrasi

referensi bagi

ber informasi

Jilakukan untuk
setelah mereka
dinyatakan me : ai-nilai sosial. Kata
reintegrasi diambi dan “integrasi” yang
artinya kembali ke mas Besar Bahasa Indonesia
“integrasi” /in-teg-ra-si/ berarti pe an hingga menjadi kesatuan yang utuh
atau bulat sedangkan kata “reintegrasi” /re-in-teg-ra-si/ /réintegrasi/ n penyatuan

kembali; pengutuhan kembali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal
14 telah menyebutkan bahwasanya reintegrasi sosial merupakan bagian dari hak
narapidana. Adapun isi dari pasal 14 tersebut yakni:

12



Pasal 14
(1) Narapidana berhak:
a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan.makanan yang layak;
e) Menyampaikan keluhan;
f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang;
g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h) Menerima kunjungan keluarga; penasihat hukum, atau orang tertentu
lainnya;
i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j) ‘Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
I) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m) Mendapatkan hak-hak lain sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pemberian reintegrasi sosial kepada narapidana tentunya memiliki tujuan
diantaranya = yakni memberikan = kesempatan kepada narapidana untuk
menyesuaikan diri mereka dengan/lingkungan- masyarakat.yang penuh dengan
nilai dan norma hal ini juga bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan
kehidupan, penghidupan dan kehidupan antara narapidana dengan masyarakat
melalui program reintegrasi sosial sesuai pasal 14°UU No 12 Tahun 1995 yaitu,
Pembebasan Bersyarat,Cuti Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas dan Asimilasi.

Sebelum terlaksananya reintegrasi sosial, narapidana harus melewati
beberapa tahapan pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tahapan
pembinaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 ayat (2)
yang menyebutkan bahwa pembinaan terdiri atas 3 (tiga) tahap yakni tahap awal,

tahap lanjutan dan tahap akhir.
13
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Tahapan tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:
1. Tahapan Awal

Tahap awal ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai

lama 1 (satu) bulan.
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
d. Penilaian dan pelaksanaan program pembinaan tahap awal

2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi

a. Perencanaan program pembinaan lanjutan

14
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b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan

d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

tidak semua narapidana dapat melaksanakan dan menjadi bagian dari program
tersebut.

Selanjutnya diatur pula terkait pengusulan dan pemberian program
reintegrasi dalam Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata
Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yakni:

15
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1. Pembebasan bersyarat
Pembebasan bersyarat akan diberikan kepada narapidana dengan syarat:

1) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga),

idana tersebut paling
N “m\\“ .00 )
ik j g g singkat 9

gal 2/3 (dua per
k, tekun, dan

pembinaan

kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan

2) Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9
(sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per

tiga) masa pidana.

16
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Cuti menjelang bebas akan diberikan kepada narapidana sesuai dengan
remisi terakhir yang didapatnya, dan paling lama adalah 6 bulan.

3. Cuti bersyarat

o
)
)
/
ﬁ

-*d
=

1. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pelaksanaan memiliki
arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan
sebagainya). Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang

dilakukan untuk mewujudkan suatu program atau rencana dalam kenyataannya.

2. Reintegrasi Sosial

17
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Reintegrasi sosial merupakan suatu upaya untuk mengembalikan
seseorang kembali kepada lingkungan masyarakat setelah orang tersebut

melakukan hal-hal yang melanggar norma maupun nilai-nilai sosial. Menurut

norma dan nilai-nilai

Asimilasi terbagi dua yaitu:

a) Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok
masyarakat yang mendukung serta terlibat dalam pemberian

program pembinaan narapidana.

18
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(b) Asimilasi ke luar

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak

asan dengan
jalani pidana

ng-kurangnya

4) Cuti bersyarat (CB)

Yaitu program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan
hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani 2/3 dari

masa pidananya.

19
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Dalam pasal 3 Peraturan Mentri Hukum dan HAM juga telah
menyebutkan : “Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan bersyarat, Cuti menjelang

bebas dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana

hukuman karena tindak pidana); terhukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dijabarkan

sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

20
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Untuk mencapai tujuan penelitian dan mendapatkan gambaran yang

lebih luas dan mendalam, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang

sistematis,
mencoba arkan feno S | penelitian ini akan
mengungk
gambaran
menjawab anyaan dari ; ﬁ ana pelaksanaan
program reintegra: ia - an: a0 arakatan kelas Il A

Pekanbaru.

Pemasyarakatan Kelas Il A Peka U yang beralamat di Jalan Lembaga
Pemasyarakatan No.19, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.
Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Lapas Kelas Il A

Pekanbaru memiliki ketersediaan data yang cukup, serta populasi dan sampel

10 Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Burane: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, him.
6.
" yusuf M., Metodologi Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: PT
Fajar Interpratama Mandiri, 2017

21
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yang akan digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berada di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru sehingga menjadi lokasi yang sangat tepat

untuk melakukan penelitian.

pling untuk
J merupakan
byektif dari
den mana yang
dianggap dap ulis kemudian
menetapkan responden yang terdiri dari: 1 (satu eksi Bimbingan

Narapidana de : 2ksi  Bimbingan

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Data Primer

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, him. 91

22
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti saat
turun ke lapangan berupa wawancara langsung dengan responden

yang merupakan staf Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru dan juga

dalam penelitian ini

dua arah, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi
dari pihak lain dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan
berdasar atas tujuan tertentu. Dalam hal ini peneliti akan
mengadakan tanya jawab kepada para responden yakni Staf Lapas
dan Narapidana yang mengikuti program reintegrasi sosial di Lapas
Kelas Il A Pekanbaru terkait permasalahan yang akan diteliti.

23
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2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi merupakan salah satu

ian kualitatif. Melalui studi

diperoleh dengan K pengumpulan data berupa observasi,
wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan langsung oleh

peneliti

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi data yang dilakukan oleh

peneliti sebagai penyederhanaan dan pengkategorian terhadap data yang
24
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telah didapat, tujuan dari reduksi data ini agar peneliti dapat

memfokuskan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

g dapat dimengerti
)
&
™5
Vo)
o

'
d

diperoleh sudah

25
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Reintegrasi Sosial

dari pendekatan retributif an  pembale bagai tujuan
pemidanaa
sebagai sarana encegah kejahata ‘3' dakpuasan atas
hasil yang : ~ teori-teori :_ a munculah teori
integrative (teori gabungan). Teori inte ati ‘ atakan Muladi
bernuansa h

diantaranya:

memiliki maksud untuk ejahatan serupa dan agar mencegah

kejahatan lebih lanjut.

b. Perlindungan Masyarakat

B petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, Jakarta: Indhill Co,
2007, him. 27-28.

26
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Sebagai tujuan pemidanaan dimensinya bersifat luas karena secara
fundamental ia merupakan tujuan pemidanaan. Namun secara sempit,

diibaratkan sebagai suatu kebijaksanaan pengadilan untuk menjadikan

mas indung dari perbuatan

<Vt 'o.‘
/;
&

asyarakat dan

. Q ‘ kat-terlindung dari perbuatan yang
W

tidak adil dimana pelaku a konsekuensi berupa pidana atas

perbuatannya.'*

Pendekatan integrative menjadikan pidana bukan sekedar sarana untuk
menanggulangi  kejahatan namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat misalnya pidana untuk melindungi kepentingan hukum, masyarakat

“Ibid, him. 28-29.
27
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dan negara. Oleh karenanya, praktek penerapan hukum pidana bukan hanya untuk

menjadikan pidana sebagai sarana efektif menjerakan pelaku.

Salah satu bentuk sosialisasi sekunder yamg sering dijumpai dalam

contoh dari ersebut. Perubahan sta ang semula bebas,

kemudian enjadi  ta J ora pidana mula-mula

ini, maka ia kemudian akan menjala 0ses resosialisasi, yakni dididik untuk
menerima aturan dan nilai baru untuk kembali menjadi pribadi yang sesuai dengan

keinginan masyarakat.'®

> Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit FE Ul, 2004, him. 29
1 Sakidjo, dkk, Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di
Daerah Rawan Konflik, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002, him.8-9

28
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa
reintegrasi dan resosialisasi bisa memiliki makna yang sama, reintegrasi memiliki

arti suatu proses penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan padanan

narapidana, petugas kemasyarakatand asyarakat. Yang dilaksanakan di dalam
Lapas disebut dengan asimilasi, sedangkan yang berada di luar Lapas yang
merupakan tahap akhir dari integrasi sosial yakni Pembebasan Bersyarat (PB).

Asimilasi dan Pembebasan Bersyarat ini merupakan serangkaian proses

Y Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
' sakidjo, dkk, Op. cit, him.8
29
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pemasyarakatan yang secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai rangkaian dari

reintegrasi sosial.*

Pembebasan Bersyarat yang merupakan bentuk dari reintegrasi sosial ini

o«
<
=18

"
.
>
Z

o

Pengertian u‘r pembe S diri jug alam Pasal 1
angka 6 Pe
Menjelang
mengintegré

memenuhi

5% § 1\ BN

=3

egrasi sosial ini
yakni dapat ¢ 12 Tahun 1995

tentang Pemas

LR
)

S
=
QD
5
o
QD
=
s
&
QD
=
5
<
QD

mendapatkan Asi
Bersyarat merupakan bag ari hak-hak nara a. Selanjutnya ada Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemayarakatan, dan juga Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor
3 Tahun 2018 terkait Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti

Bersyarat.

9 Siti Asisah dan Nurhayati, Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 6 (1), 2017, him. 28
20
Hanum, 2012, him. 19
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Adanya reintegrasi sosial ini adalah sebagai wujud dari perubahan sistem
penjara di Indonesia yang semula penuh dengan penyiksaan dan diskriminatif,

menuju konsepsi penghukuman yang lebih mengutamakan rehabilitasi atau

Pasal 1 an ang dimaksud dengan na ana ah terpidana yang
menjalani p atan.?? Sedangkan

dalam KBB ukuman karena

memperoleh kekuata .ﬁ .
‘ “\-"

Lembaga Pemasyaraka oleh warga binaan pemasyarakatan

atau biasa disingkat dengan WBP yang terdiri dari:

* A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia, Bandung: Lubuk Agung, 2010, him. 1
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
% Kamus Besar Bahasa Indonesia
* Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
31
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1. Narapidana

2. Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:

memberi pendapat bahwasannya narapidana merupakan seseorang yang telah

dikenakan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana

adalah seseorang atau terpidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga

% Dahlan M.Y dan Al-Barry, Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelectual, Surabaya: Target Press,
2003, him. 53
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Pemasyarakatan berupa hilangnya kemerdekaan dikarenakan perbuatan melanggar

norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku.

standar mi s me akuka ; enjalani masa

hukumann 3 ; S : isoner, 31 Juli

1957), yan

1)

2)

3)

4)

5)

6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;

7) Makanan yang sehat;

8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;

2 Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1995, him. 74
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9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;

10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila

15) Hak endapatkan ba an yang bersifat

Pidana hilang kemerdekaa adi salah satu bentuk hukuman yang

sering kali diberikan kepada narapidana, hilang kemerdekaan yang dimaksud
disini bukan sebatas dalam hal narapidana tidak merdeka untuk bepergian tapi

juga kehilangan hak-hak tertentu, misalnya:*’

77 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta:
Pradya Paramita, 1986, him. 28
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1) Hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-
Undang tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini berlaku bahkan bagi

negara liberal, dengan alasan agar kemurnian pemilihan dapat terjamin,

2) ' N 3 blik bebas

3) erus hal ini telah

4) nya yakni izin
-lain).
5)
6) hukum perdata,
ta perceraian.
7) awin ; limana seseorang kawin saat

biasa dan sifatnya hanya formalitas.

8) Hak mendapatkan surat tanda penduduk saat menjalani pidana penjara.

9) Beberapa hak sipil yang lain.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,

oleh karenanya narapidana yang kehilangan kemerdekaannya setelah berada di
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lembaga pemasyarakatan dipandang masih memiliki hak-haknya sebagai warga
negara. Hal ini dikarenakan setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk

bebas dan tidak ditahan secara sewenang-wenang dan kedua hal itu merupakan

yang tidak dilarang;

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu

lainnya;

’® Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, him. 59.
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I. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

J. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

a dalam lembaga

pemasyarak [ : kewaji 3 arus ditaati  dan

agama dan kepercayaannya.

c. Turut serta dalam kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7

(tujuh) jam dalam sehari.

2B, Mardjono Reksodiputro, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga
Pemasyarakatan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM R,
2009, him. 90
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d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program

kegiatan.

Menjaga sopan santun, memiliki sikap hormat dan jujur dalam setiap

permasalahan
picana, terutama

an gangguan

n, perkelahian,

lidarias di antara

seluruh sarana dan prasarana dalam peyelenggaraan pembinaan

narapidana.

J. Menjaga kebersihan badan dan juga lingkungan dalam lapas.

Dari pemaparan mengenai pengertian narapidana, hak-hak narapidana
dan kewajiban narapidana diatas, dapat kita simpulkan bahwasannya narapidana

layaknya manusia yang memiliki hak asasi walaupun beberapa haknya sedang
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dicabut tetap memiliki hak-hak yang masih melekat pada dirinya begitupula

kewajiban yang harus mereka laksanakan.

g Tata Tertib
disebutkan

narapidana,

Tahanan lain

tugas;

f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga

lainnya;

g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi
narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lainnya yang
berbahaya;
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. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi

minuman yang mengandung alkohol;

Melengkapi kamr hunian dengan alat pendingin, Kipas angin, televisi,

. Mengeluarkan  perkataa bersifat  provokatif yang dapat

menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;

. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan

Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;

. Memasuki blok dan/atau kamar hunia lain tanpa izin Petugas

Pemasyarakatan;
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r. Melakukan aktivitas yang dapat mengganggu atau membahayakan

keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan,

pengunjung atau tamu;

yang terorganisasi, keseluruhan ya 2ks. Dalam hal ini, sistem dapat pula

kita gambarkan sebagai susunan (pidana) dan cara (pemidanaan).*

Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni Straafrecht, straaf memiliki arti
Sanki, Pidana, Hukuman. Istilah pidana sering kali disamakan dengan istilah

hukuman atau nestapa. Penggunaan istilah “hukuman” merupakan sesuatu yang

3 Andi Hamzah, Op.cit, him. 1
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umum dan konvensional sehingga memiliki arti yang sangat luas dan dapat
berubah-ubah tergantung pada penggunannya. Misalnya dalam kehidupan sehari-

hari istilah hukuman sering pula kita jumpai baik di bidang pendidikan, agama,

yang diakui dala . Sanksi yang tega pidana inilah yang

membedaka

seseorang kemudian dijatuhi sanksip a. Maka dari itu pemidanaan tidak dapat
terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif yang ada dalam

suatu negara.>

31 7ulkarnain S., Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press,
2016, him. 11.
32 Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal
Cendekia Hukum, Vol, 3 (1), 2017, hal. 19.
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Sebelum itu, agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas terkait
pengertian pidana, maka berikut ini merupakan beberapa pendapat ataupun

definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yakni:**

nestapa yang

someone who

1) Pidana pada dasarnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa

atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan

2) Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)

** Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT Alumni, 1992,
him. 2.
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3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut undang-undang.®

di masa lalu atau yang he Jsi sebagai pertolongan agar

QQ‘\\‘

orang yang bersangkutan dapa baik dan sejahtera.*® Gagasannya

inilah yang kini menjadi suatu pedoman dalam sistem pemasyarakatan dimana

**Ibid., him.4
* Ibid., him. 6
% |bid. him. 5
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tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial narapidana menjadi

lebih baik.*’

Prof. Sudarto memberikan pendapat terkait perbedaan antara pidana dan

karenanya,
secara dogme ana eruntukl s ’ kejiwaannya,

orang ya yang tidak

A G

bertanggun g yang tidak
mempunyai

dijatuhkan t

EX L\ £

konflik ini yakni dapat berupa p kerugian yang dialami, perbaikan
hubungan baik yang dirusak maupun memperbaiki kembali rasa percaya antar

sesama manusia.*®

¥ Eva Achjani Zulfa, dkk, Perkembangan Sistem Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia, Depok: Raja Grafindo, 2017, him. 101
%% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., him. 8
** Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., him. 9
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Jadi, jika kita melihat pidana dari segi empirisnya pidana memang dapat

berarti suatu penderitaan, namun hal itu bukan merupakan suatu patokan ataupun

keharusan. Karena masih ada pidana tanpa penderitaan.

ndang Nomor
13 Tahun 2 an etenagakerjaan, ma ar dapat dikenai
sanksi adminis Y’ tegura a 7 usaha hingga
pencabutan . . .‘ <Si 3= a tergolong nestapa,

bahkan terkadang ini a ana yang diberikan

1.W.L.G Lemaire

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi

keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh

“® Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta:
Akademika Pressindo, 1983, him. 20
“Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010, him. 14-15
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berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus”.

2. Wirjono Prodjodikoro
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larangan tersebut.

b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
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¢) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang disangka telah melanggar

larangan tersebut.

(lus poenale)
-larangan atau

enakan ancaman

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebutkan bahwasannya
hukum pidana objektif itu dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan
hukum pidana formiil. Hukum pidana materiil (hukum pidana substantif)

yakni seluruh peraturan yang memuat mengenai:

2 |bid, him. 16-17
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a. Perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat diancam pidana. Misalanya

pada pasal 338 KUHP (pembunuhan), pasal 361 KUHP (pembunuhan).

. Siapa saja yang dapat dipidana, dengan.kata lain yakni mengatur

dimaksud dengan hukum pidanakhusus (Bijzonder strafrecht / jus speciale)
yaitu hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan atau orang-orang
tertentu (misalnya anggota ABRI dan yang disamakan dengan anggota
ABRI) atau yang memuat perkara pidana tertentu (misalnya tindak pidana

ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana narkotika, tipikor, dll).

Terhadap hukum pidana khusus ini, peraturannya dimuat di luar dari KUHP.
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IImu yang mempelajari mengenai pidana dan pemidanaan disebut hukum

penitensier/hukum sanksi. Yang dimaksud dengan hukum penitensier ini adalah

segala peraturan positif terkait sistem hukum (strastelsel) dan sistem tindakan

Terkait apa yang menjadi tujuan dan hakekat pemidanaan, kemudian
muncul beberapa teori mengenai pemidanaan yang secara umum dapat dibagi

mejadi tiga golongan utama, yakni:

3 Arbintoro Prakoso, Hukum Penitensier, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019, him. 363
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a. Teori Absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)

Teori Absolut merupakan teori yang pertama kali muncul di abad ke-18,

dan para penganut teori ini diantaranya adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart,

sarjana

Quran.*

Teo
atau diberi |

pemberian

RS 0 L)
%

<%

pidana adalz

:

penderitaan

Teori

bukanlah sesuatu yang hanya pe atuhkan tetapi sudah menjadi suatu

keharusan karena hakikat dari pidana ialah pembalasan.*

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut, yaitu:*’

* Andi Hamzah, Op.cit, him. 17
% Adam Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,
hlm. 157
* Andi Hamzah, Op.cit, hal. 18
* 7ulkarnain S., Op.cit, hal. 29
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1. Sudut subjektif (subjectieve vergelding) yakni pembalasan ditujukan

kepada orang lain yang berbuat salah.

ah utilitarian
yang merupaka teori absolut.
Teori rela alah suatu alat
untuk men eori ini turut
menyatakan balasan kepada
pembuat tertentu  yang

bermanfaat.” jadi dasar pembeg a adalah dari segi

b) Tujuan dari pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang
mana dapat dibedakan menjadi dua, yakni Pencegahan Umum (Generale

Preventie) dan Pencegahan Khusus (Speciale Preventie)*

* Adami Chazawi, Op.cit, hal. 161
* zulkarnain S., Op.cit, hal. 32
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Teori relatife ini sangat berbanding terbalik dengan teori absolut, dalam
teori relatife ini semata-mata ditujukan hanya untuk pencegahan (prevensi) dan

teori ini lebih mementingkan bagaimana kedepannya bagi orang-orang yang

pertahanan ta SYé : Nna ° ebut menjadi alasan
ataupun dasar dari pe vidana eori gal gabungan dari

dua teori se

masyarakat dan prevensi general.”? Penganut teori ini diantaranya yaitu Karl

Binding.

*® Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, him. 16
! Addam Chazawi, Op.cit., him. 166
>> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., him. 19
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Teori gabungan hadir sebagai akibat dari anggapan bahwa teori
pembalasan dan teori tujuan memiliki kelemahan-kelemahan sehingga

dikemukakanlah keberatan atas kedua teori tersebut, yakni:**

b. Pidana yang berat itu tidak akan memenuhi rasa keadilan apabila

ternyata kejahatan itu ringan.

> zulkarnain S., Op.cit., him. 35-36
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c. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, oleh

karenanya pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk

mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.

masyarakat dar nbalasan bagi ) Iz eslan Saleh turut
mengemukaka
dijadikan haiball $baga Bestartr Yot akar - dunan dan pidana
dijadikan

masyarakat.*

tercantum dalam undang-undang al ini diatur dalam pasal 1 ayat 1

KUHP yang berbunyi:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

>* Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., him. 22.
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Berdasarkan dari bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP diatas dapat kita lihat

bahwasannya sistem hukum yang berlaku di Indonesia menganut asas legalitas

dimana yang menjadi syarat dalam asas ini yakni dalam hal menindak suatu

4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan (ditambah berdasarkan UU No. 20/1946)
b) Pidana Tambahan, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu;

2) Perampasan barang-barang tertentu;

> Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasisawa, Yogyakarta: Budi
Utama, 2020, him. 18
*® Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit, him 44-46
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3) Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, di dalam hukum pidana

positif turut dikenal jenis sanksi dalam bentuk tindakan misalnya

tidak mempunyai mata
pencaharian, serta meng etertiban umum dengan melakukan

pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial

d) Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi (Pasal 8 UU

No.7 Drt. 1955) dapat berupa:
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1. Penempatan perusahaan si terhukum dibawah pengampunan

untuk selama waktu tertentu (3 tahun unutk kejahatan TPE dan

2 tahun unutk pelanggaran TPE);

atu sama lain,

Hakim tidak

Integratif sebagai teori yang dianggap sesuai dengan Pancasila dan masyarakat
Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui teori ini dimungkinkan untuk mengadakan
artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi

sekaligus, dalam rangka mengatasi dampak baik bagi individual maupun sosial
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sebagai akibat dari tindak pidana berdasarkan Kemanusiaan dalam sistem

Pancasila. °’

yakni: (1) pencegahan jan khusus); (2 jan’ masyarakat; (3)

memelihara

Q s K pic dengan menegakkan norma
\ W
hukum demi penga yarakat;

2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

>’ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana
yang Berperikemanusiaan, Alumni: Bandung, 1985, him. 11
*® Ibid, him, 61
*® Naskah RUU KUHP Tahun 2005, Pasal 54
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3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam

masyarakat; dan

an pemidanaan
seperti yang st j - Se \ 3 wa tujuan pidana
dan pemidanaan itu ti h jgal - seperti. a >mbalasan atau

pencegahan A : g 3 an dari pidana dan

Istilah “pemasyarakatan™ ¢ secara resmi sejak 27 April 1964,
menggantikan istilah “kepenjaraan” melalui amanat tertulis Presiden Republik
Indonesia yang diberikan pada Konverensi Dinas para pejabat kepenjaraan di

Lembang (Bandung).®* Dalam konverensi ini dilakukan pula retooling dan

60 Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana, Jurnal llmu Hukum, him. 75.
®! Andri Rinanda llham, Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan menjadi
Pemasyarakatan, Jurnal Kajian, Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5 (1),
2020, him. 2
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reshaping terhadap sistem kepenjaraan yang dianggap tidak sesuai dengan
pengayoman dan pemasyarakatan sebagai konsepsi hukum nasional yang

berlandaskan Pancasila.

sistem pem
dengan siste

yang diletakkan

“Lembaga Pemasyarake ’ adalah tempat untuk

melaksanakan pembinaa ~ dik Pemasyarakatan.”63

pengayoman, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pendidikan,
reintegrasi dan rehabilitasi. Oleh karenanya, sejalan dengan tujuan dan peran

tersebut maka sudah tepat jika petugas pemasyarakatan yang melakukan

* Eva Achjani Zulfa, dkk., Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, Raja
Grafindo: Depok, 2017, him. 63.
* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3
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bimbingan dan pembinaan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan

disebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum.®*

Di dalam lembaga pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan dan tata

adalah suatu
arga Binaan
Pemasyara dan tidak

mengulangi i e a dapat _diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat,

Adapun fungsi dari lembaga pemasy atan itu sendiri yakni untuk melakukan

pembinaan bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan

* Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung,
2005, him. 42
* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 2
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pada sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem

pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

. 5”‘

%
&y

Sebagai te

pembinaan

QD
=]
=
o
w
(9]
w

<= A )

ad
<

Anak Didik

tentang Pengamanan pada Lembaga

dan Rumah Tahanan Negara)

Lapas ditempati oleh Narapidana Rutan ditempati oleh tersangka dan

6 Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia: Bandung,
2012, him. 128.
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terdakwa

Narapidana yang berada di Lapas

merupakan seseorang.yang sudah

narapidana

masa hukuma

diberikan

Tersangka atau terdakwa yang berada

di rutan

pakan titipan dari
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3. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Agar terlaksananya pembinaan pemasyarakatan, perlu suatu asas yang

dijadikan pegangan/pedoman bagi para pembina. agar tercapainya tujuan

nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
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dan orang-orang tertentu
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E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas Il A

Pekanbaru

1. Sejarah dan Prefil Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas Il A

Bertuah (Be orti aha a grupakan pusar
pemerinta agange pusat pendidikan,
disamping endudu : ang 799.213 jiwa.
Serta luas ' 32 ‘ salah satu kawasan

pertumbuha

Pemasyarakatan Nomor 19, Kecamatan Tangkerang Utara (sekarang Kecamatan

Sail) Kota Pekanbaru.

Di tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m? diatas
lahan seluas 33.000 m?, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas 11 A Pekanbaru
mulai difungsikan pemakaiannya, dan samoai tahun 2020 ini telah banyak

dilakukan penambahan dan rehabilitasi bangunan, baik dari dana APBN maupun
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dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2013 telah dibangun Blok

Hunian 2 tingkat seluas 715 m?, berasal dari bantuan APBD Provinsi Riau sebesar

6 Milyar dalam bentuk hibah.

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas Il A Pekanbaru
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda-benda

sitaan Negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan
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penanggulangan kejahatan serta pengajuan dan perlindungan Hak

Asasi Manusia.

4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas Il A Pekanbaru

benda yang disita U diperlukan barang bukti pada saat
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta
benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan

putusan pengadilan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi
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Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi

Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas Il A Pekanbaru, yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap, Warga

dari Lembaga

Binaan baik
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6. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas Il A

Pekanbaru

KEPALA

[

@7 ALA SUB BAGIAN TATA USAHA
DARMIATI, A.Md, S.Sos

NIP. 196411221985032002

KEPALA KESATUAN PE
EFFENDI PARLINDUNGA

KEPALA URUSAN UMUM
ABY BURRAHMAN,S.H., M.H
NIP. 198109202002121001

EPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN
RIKI KATRIAWATI
NIP. 198507202006042001

-\‘“‘\

v@:i!s.l\,-' JB[EpPE Ul udwunyo(

ALA SEKSI BIMBINGAN
ARAPIDANA DAN ANAK DIDIK

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI
KEAMANAN DAN TATA TERTIB
HARLES MARBUN, S.Sos
NIP. 197003251992031001

>
9
>
<
o
T
7
v
a
<
<

ZNIP. 1982062222001121002

~
“‘

Y| eS| [sejssdAru) ueeyeisndidg

KASUBSI BIMBINGAN
ASYARAKATAN DAN PERAWATAN
OCKY PRIMA NUGRAHA, A.Md. IP.,

S.H..MH
NIP. 199003182010121002

KEPALA SUB SEKSI KEAMANAN
— HASYUYUN FIRNANDA, S.Sos
NIP. 198507292008011002

OLAAN HASIL

1

MARUSAHA SIAGIAN
NIP. 196503051991031001

KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI L KASUBSI SARANA KERJA || KEPALA SUB SEKSI PELAPORAN
HENDRA PURNAMA CIPTA, A.Md.P. BUDI HAMIDI, A.Md, S.H..M.H DAN TATA TERTIB
NIP. 198611252009011001 NIP. 198194162007031001 PARADE DAMANIK, S.Sos

NIP. 196405271989031002
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7. Data Aset dan Sarana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Pekanbaru

Tabel 2.2

Aset dan Sarana

Luas Tanah

'_
(

Wl
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8. Data Klasifikasi dan Jumlah Narapidana

Tabel 2.3
Klasifikasi Narapidana

SEKARANG

1376

Traficking

Pidum 264
Terorisme

WNA 13
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan P n._Reintegrasi Sosial_b arapidana di Lembaga

anggaran norma-

&

da

Yot

kK narapidana turut
&
Ve
5o

Menjelang Bebas dan yang terakhir Asimilasi. Dalam penelitian ini, seperti yang
telah peneliti sebutkan sebelumnya fokus utama penelitian yakni Program

Reintegrasi Sosial dalam bentuk Pembebasan Bersyarat.
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Menurut Bapak Ismadi®’ selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan
Anak di Lapas Kelas Il A Pekanbaru dalam wawancara dengan peneliti

mengatakan bahwa:

dah menjalani

2/, dari masa

satu staff Bimbingan Kemasyaraka dan Perawatan (Bimaswat) di Lapas

Pekanbaru dalam wawancara dengan peneliti yakni:

“Reintegrasi sosial bertujuan agar warga binaan yang sudah bebas bisa
diterima kembali ke lingkungannya setelah mereka bebas. Narapidana yang

mendapatkan program integrasi ini merupakan narapidana yang

87 Wawancara, dengan Bapak Ismadi selaku Kasi Binadik tanggal 19 April 2022
*® Wawancara, dengan Bapak Rizki selaku staff Bimaswat tanggal 19 April 2022
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berkelakuan baik, tidak melanggar tata tertib hal ini dijadikan syarat wajib
agar narapidana yang sudah bebas tidak melakukan tindakan pidana ulang

(residivis).”

pembinaa

Nomor 31

b. Tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan

pertama sampai dengan 2/3 masa pidana
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c. Tahap Akhir

Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjuan sampai

dari  Narapidana yang

a Pasal 10
menjelaskan_mengenai 4 di i 3 pembinaan

tahap awal, la

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan

2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan

4. Perencanan dan pelaksanaan program asimilasi

76



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

c. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1. Perencanaan program integrasi

sosial akan .d 5 : 3 o B 7 rsebut sudah

melewati 2/3 d ASa an 8 ds‘ 3ersyarat, Cuti

Menjelang

Pembebasan
Bersyarat, a tersebut akan
dialihkan ke ) BAPAS ditunjuk

mengulangi tindak pidana lagi.®®

Bapak Rizki yang merupakan staff Bimaswat dalam wawancara dengan
peneliti turut menyebutkan terkait peran BAPAS dalam keberlangsungan program

reintegrasi ini:

% Eva Achjani Zulfa, dkk, Op.cit., him. 91
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“"Dalam hal ini salah satu peran BAPAS yakni melakukan penelitian
kemasyarakatan (Litmas), setelah itu jadilah Litmas Integrasi PB, dan setelah

jadi Litmas akan dilihat apakah narapidana tersebut layak untuk diberi program

dalam beberapa aturan terkait sya dan tata cara pemberian hak tersebut
menyebabkan hanya narapidana yang memenuhi syarat sajalah yang dapat
diusulkan dan diberikan program reintegrasi sosial seperti PB, CB, CMB dan
Asimilasi. Sedangkan narapidana yang di vonis hukuman mati dan seumur hidup

tidak bisa mendapatkan program reintegrasi ini.”

70 \Wawancara, dengan Bapak Rizki selaku staff Bimaswat tanggal 19 April 2022
™t Wawancara, dengan Bapak Yocky Prima Nugraha selaku Kasubsi Bimaswat tanggal 7 April
2022
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Agar narapidana bisa mendapatkan pengusulan pembebasan bersyarat,
harus terlebih dahulu memenuhi baik persyaratan substantif dan persyaratan

administratif yakni:

alahan yang

an moral yang

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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1) Asimilasi Se angnya dalam waktu 6 (enam) bulan

terakhir.

2) Pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-

kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, dan

3) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam)
bulan terakhir.

79



f. Masa pidana yang telah dijalani untuk:

1) Asimilasi, %2 (setengah) dari masa pidananya.

an bersyarat, 2/3 (dua. a) dari masa pidananya,

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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b. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing
Kemasyarakatan atau laporan  perkembangan  pembinaan

narapidana yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
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c. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana

pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas

dan cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan

pelanggaran tata

\\dgr

3 pidana) di

)idana seperti:

LN A

el
:

Bebas, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat akan

diberikan kepada narapidana pada saat narapidana telah memenuhi syarat antara
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a. Telah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 dari masa

pidananya dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut paling

sedikit 9 bulan

2/3 masa

narapidana. Ini dilakuke Q %Q“‘*@ ghadapi pandemi Covid-19
dan tentu saja hal ini berdampak elangsungan Lapas dan Rutan yang
sampai hari ini masih mengalami situasi overcrowded sehingga akan sangat rentan
terhadap penyebaran Covid-19. Bukan hanya agar dapat menanggulangi
penyebaran covid-19 saja, pemberian program reintegrasi sosial dalam bentuk
pembebasan bersyarat ini juga dapat menghemat anggaran negara yang ditujukan

kepada Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia. Oleh karenanya dikeluarkanlah

ketentuan Kementrian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 serta
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Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan
hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan penyebaran

covid-19 di dalam Lapas ataupun Rutan yang ada di Indonesia.

aksanaan program

o Vet

i ¥
S0Sa udic atur dalam
= Y

ﬂ dministrative

’ tegrasi sosial

maupun s
o
yakni ’
-
1. dananya dan anak
"
dan
g
2. J ahun 2021 yang
“
3.
4. Surat Direktur  Jendral
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Gambar 2ol

T
Proses Pengus“l‘an PBuﬁn&ak‘“ “T *\i *‘Pt%ses Pe%gu\ulan PB Tindak
quna Umum YNNI Pidana Ighusus

Gambar 3.2

s iy disay yejepe 1l udwnyo(g

i

ALUR PROSES PcN(‘lJSUI.AN .
PEMBEBASAN B‘SYW. BAG| NARAPIDANA ==

ecara Onlme

Nomor 03 Tahun 2018
Cutl Mengunjungl Keluarga,

&

KANWIL

KANWIL

Cetak SK

s 0| s

AL, kuk 2 Penandatanganan Elektronik Dirjen
3. Gene

DD s
j ﬂ 5" nmnwuu ulm

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF

sk 2019

Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Sumber: Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pengusulan integrasi berupa
Pembebasan Bersyarat kasus tindak pidana umum memiliki prosedur sebagai
berikut:

1. Melakukan pendataan narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa pidana
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2. Melakukan input data dan dokumen

3. Tim pengamat pemasyarakatan melakukan sidang atas usulan program

integrasi (pembebasan bersyarat narapidana)

8. UPT akan menerima dan mencetak SK pembebasan bersyarat.
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Tabel 3.1

Integrasi
No
1 | Januari
2 | Februari i
3 | Maret
4 | April
5 | Mei
6 | Juni
7 | Juli 1 |15
8 | Agustus 10 | 20
9 | September 20
10 | Oktober 5 | 16
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11 | November | 7 20 - - - -

12 | Desember - - - - R _

Jumlah

ti program
reintegrasi s@ mbeb ; i ang Bebas, Cuti

Bersyarat mulai dz oS r._.Narapidana yang

melakukan embebasan Bersyarat b idana baik dari
kategori Pi perti Narkotika,
Tipikor, T f aratan di tahun
2021 berjum unjukkan bahwasannya
pelaksanaan [ ' rsyarat di Lapas

Penjaga P2U Lapas Pekanbaru menyebutkan bahwasannya pertumbuhan
narapidana terus meningkat setiap tahunnya dan lonjakan narapidana yang masuk
ke dalam Lapas dengan kapasitas yang dimiliki oleh Lapas Kelas Il A Pekanbaru
tidak seimbang, oleh karenanya situasi seperti overcrowded merupakan hal yang

lumrah terjadi, bukan hanya di Lapas Pekanbaru namun bahkan di seluruh Lapas

"2 Wawancara, dengan Bapak Tengku Wandi selaku Kapten P2U Lapas tanggal 7 April 2022
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di Indonesia. Oleh karenanya, adanya program reintegrasi sosial seperti

Pembebasan Besyarat ini sangat membantu baik bagi narapidana maupun untuk

Lapas itu sendiri.

petugas pemasyarakatan. Dalam hal ini petugas pemasyarakatan akan melihat
narapidana mana saja yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikuti
program reintegrasi sosial. Dari pengamatan yang peneliti lakukan selama
penelitian di Lapas Pekanbaru, secara keseluruhan pelaksanaan pemberian
program reintegrasi sosial bagi narapidana sudah terlaksana dengan baik dan

sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian
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Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lapas

ataupun Rutan yang mengalami overcrowded.

Narapidana

syarat yan
reintegrasi
tentang sy
Keluarga, P

Asimilasi. D

" i{‘g‘ﬁ\

)
ﬂ‘
<

narapidana k
dikarenakan sebe
masyarakat tentunya ia Q e

| | &‘\\‘ g |
ada di Lapas baik berupa pe dian dan kemandirian sebagai bekal
sebelum kembali kedalam lingkungan masyarakat nantinya. Program reintegrasi

sosial dalam bentuk pembebasan bersyarat akan habis masa percobaannya yakni

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, berlaku bagi setiap narapidana.
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B. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi

Narapidana di Lapas Kelas Il A Pekanbaru

lan penelitian yang peneliti lakukan di Lapas Kelas Il A

®
=l
&
QD
3

mewujudka
Ismadi sela

Rizki selak

terkait naraf

S\ E LA ERE.

0 >
o :

pengurusan program reintegrasi sosial narapidana. Dalam pengurusan
surat jaminan ini, keterlibatan keluarga narapidana dibutuhkan sebagai
penjamin dan keluarga akan dianggap sanggup berperan sebagai
penjamin agar ketika narapidana kembali ke masyarakat ia tidak akan
melakukan tindakan yang melanggar aturan dan tidak melarikan diri

selama berada di lingkungan masyarakat. Surat jaminan ini berkaitan
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erat dengan peran masyarakat untuk ikut serta dalam mendukung
terlaksananya program reintegrasi sosial ini. Di Lapas Pekanbaru

sendiri masih dijumpai beberapa narapidana yang tidak dapat

‘Qﬁ"i_"i'i\
h 1

* \
o>

\\“

Berdasarkan ha peneliti dengan 20 narapidana yang
menjadi sampel dalam penelitian ini, ada 4 Narapidana (20%) yang
tidak memiliki penjamin dan ada 16 Narapidana (80%) yang sudah
memiliki penjamin. Menurut salah satu narapidana, salah satu kesulitan

kesulitan yang dihadapainyadalam pengusulan PB yakni tidak adanya

penjamin dari pihak keluarga, sehingga proses pengusulan PB tidak
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dapat memenuhi syarat dan proses pengurusannya pun menjadi lebih

lama.

“Ini pengusulan PB saya yang kedua buk, pada saat usulan pertama itu
dalam melengkapi-berkas lebih kurang-Jdamanya.3 bulan tapi tidak bisa
lanjut karena ada masalah dengan penjamin. Usulan PB saya yang
kedua, setelah ada penjamin kira-kira 3 minggu Syaratnya sudah
selesai dilengkapi. g

Bapak Yocky Prima Nugraha selaku Kasubsi Bimaswat mengenai
permasalahan terkait surat jaminan ini mengatakan bahwa narapidana
tidak akan bisa mendapatkan reintegrasi sosial apabila tidak ada
penjamin dari pihak keluarga narapidana, karena hal itu merupakan
salah satu syarat pokok yang harus dilengkapi. Dalam sesi wawancara

dengan Bapak Yocky ia mengatakan,

“Memang ada beberapa contoh kasus di Lapas Pekanbaru ini dimana
narapidananya sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya tapi tidak
bisa melakukan pengusulan. program reintegrasi seperti pembebasan
bersyarat hanya dikarenakan tidak memiliki penjamin dari pihak
keluarganya. Jadi, kami dari pithak Lapas tidak bisa memberikan atau
mengurus mereka karena penjamin disini memiliki peran yang penting
dalam jalannya program reintegrasi sosial ini karena tujuan dari
penjamin sendiri adalah untuk memberikan jaminan kepada kita dan
juga masyarakat bahwa saat narapidana ini akan menjalani program
reintegrasi sosial di luar Lapas mereka tidak akan melakukan tindak
pidana lagi. Dan juga penjamin akan menjadi orang Yyang
bertanggungjawab untuk mengurus berkas-berkas yang akan
dibutuhkan dalam proses pengusulan program reintegrasi tersebut,
oleh karenanya penjamin biasanya berasal dari keluarga inti dari si
narapidana, baik itu ibu, ayah, ataupun saudara kandung narapidana
tersebut. "

2) Narapidana Tidak Mau Diusulkan untuk mengikuti Program

Reintegrasi Sosial

® Wawancara, dengan Narapidana tanggal 12 April 2022
" Wawancara, dengan Bapak Yocky selaku Kasubsi Bimaswat tanggal 7 April 2022
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Agar terlaksananya program reintegrasi sosial bagi narapidana,
para pihak terkait baik dari Lapas, masyarakat dan juga narapidana itu
sendiri harus berkoordinasi dengan baik. Hambatan dalam pelaksanaan
program reintegrasi-ini.bukan hanya-berasal dari pihak masyarakat atau
dalam hal ini keluarga saja, tetapi dapat pula berasal dari narapidana itu
sendiri. Walaupun sudah memenuhi; syarat dan menjalani 2/3 dari masa
pidananya dan dainggap layak untuk diajukan program reintegrasi
sosial, namun ada beberapa kasus dimana narapidana itu sendiri yang
menolak untuk diusulkan untuk mnegikuti program reintegrasi sosial.
Hal ini dikarenakan narapidana merasa bahwa mereka sudah tidak
dianggap lagi di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya saat
nantinya ia akan menjalani pogram reintegrasi sosial tersebut. jadi
mereka beranggapan bahwa lebih baik untuk menjalani sisa masa
pidananya di Lapas atau bebas murni. Adapula narapidana yang tidak
ingin keluarganya tau bahwa ia berada di dalam Lapas. Hal ini seperti

yang disampaikan oleh Bapak Rizky saat diwawancaral,

“Narapidana yang sudah menjalant 2/3 masa pidananya sudah layak
untuk mengikuti program reintegrasi sosial, namun ada satu alasan
dimana narapidana tersbut tidak ingin mengikuti program reintegrasi
dikarenakan tidak ingin keluarganya tau bahwa narapidana tersebut
ada di dalam Lapas dan lebih memilih untuk bebas murni atau
menjalani sisa masa pidananya di dalam lapas, jadi ketika sudah bebas
narapidana tersebut bisa tiba-tiba pulang dengan alasan merantau
kepada keluarganya. "

> Wawancara, dengan Bapak Rizki selaku staff Bimaswat tanggal 19 April 2022
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3) Keluarga Narapidana Berada Jauh dari Lapas dan Sulit Dihubungi

Hambatan selanjutnya yang dihadapi oleh narapidana dalam

mewujudkan.program reintegrasi sosial ini,yakni keluarga yang akan

egi  domisili
adang ada yang
Medan, Nias,
mendapatkan
adalah adanya
inti. Namun
a juga apabila

s dimana mereka
.@! n atau lembaga

tersebut melarikan
))76

’® Wawancara, dengan Bapak Ismadi selaku Kasi Binadik tanggal 19 April 2022
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

sendiri yang tidak ingin-berubah, tidak adanya surat jaminan dari
pihak keluarga serta domisili keluarga narapidana yang jauh dari
Lapas menyebabkan terkendalanya proses pengusulan untuk

mengikuti program reintegrasi sosial karena surat jaminan

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi.
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B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis kiranya dapat memberikan beberapa

masukan agar permasalahan yang dihadapi oleh Lapas.Kelas Il A Pekanbaru dapat

N ueeyesndidg
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ISJIAIU

nery we[sy sej

bagi keluarga

lingkungannya agar mempermudah pihak Lapas untuk
menghubunginya. Sedangkan mengenai faktor domisili keluarga
narapidana, diharapkan pihak keluarga dapat mendampingi

narapidana saat jalannya program reintegrasi di masyarakat.
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C. Undang-Undang
Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

%

dinaan dan

L\ e

ara Pemberian
san Bersyarat,

z2

Asimilasi dan
arakatan dalam
d-19

Atas Peraturan

38 23 (Y

ngi Keluarga,
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